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BAB II 

LANDASAN TEORI TENTANG KERJASAMA (MU’ĀMALAH) DALAM 

ISLAM  

 

A. Pengertian Kerjasama (Mu’āmalah) 

kerjasama merupakan istilah yang sering digunakan oleh orang- orang 

dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan yang akan 

diperoleh berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak yang mengikatkan 

dirinya dalam suatu perjanjian.
33

 

 

B. Macam- Macam Kerjasama (Mu’āmalah) 

1. Mushārakah (Syirkāh) 

a. Definisi Syirkāh  

Syirkāh adalah suatu akad tentang perjanjian atau lebih untuk 

bekerjasama dalam suatu kegiatan usaha, dimana modal dan 

keuntungan dimiliki oleh dan dibagi besrsama kepada pihak yang 

berserikat.
34

    

b. Dasar hukum Syirkāh 

Syirkāh merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-qur’an, 

Hadis dan Ijma’
35

. Dasar dari alqur’an antara lain: 

ًِهُىا انصَّ ٍَ آيَُُىا وَعَ ٍِ انْخُهَطَاء نََُبِغٍِ بَعِعُهُىِ عَهًَ بَعِطٍ إِنَّا انَّزَِ َّ كَثِيراً يِّ ُْىِ. وَإِ انِحَاثِ وَقَهُِمٌ يَّا 
﴿٤٢﴾  

                                                           
33

 https://id.wikipedia.org/wiki/Kerja_sama, 1-  08- 2016. 
34

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah 2010), 341. 
35

 Ibid. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kerja_sama
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Artinya: ‚Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang 

lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang 

saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. (QS. ShāQd: 24)
36

 

 

c. Macam- Macam Syirkāh 

1) Syirkāh Al-amlāk adalah kepemilikan oleh dua orang atau 

lebih terhadap suatu barang tanpa melakukan akad Syirkāh.37
 

Al-amlāk atau Syirkah milik ini terbagi menjadi dua bagian: 

a) Syirkāh ikhtiyāriyah, yaitu suatu bentuk kepemilikan 

bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang 

yang berserikat. 

b) Syirkāh jabāriyah, yaitu suatu bentuk kepemilikan 

bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-

orang yang berserikat, melainkan harus terpaksa 

diterima oleh mereka. 

2) Syirkāh ‘Uqud adalah suatu ungkapan tentang akad yang 

terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu di dalam 

modal dan keuntungannya. Berdasarkan penelitian para ulama 

fikih terdahulu terhadap dalil-dalil syar’i, bahwa di dalam 

Islam Syirkāh ‘Uqud terbagi menjadi lima macam:
38

 

a) syirkah al-‘inân. Yaitu penggabungan harta atau modal 

dua orang atau lebih dalam modal, termasuk kerugian. 

                                                           
36

 Departemen Agama RI, Mushaf Al- Quran dan Terjemah, (Jakarta: Al- Huda Kelompok Gema 

Insani 2005), 223. 
37

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh..., 341. 
38

 Ibid. 
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Dengan demikian dalam Syirkāh ‘inân seorang persero 

tidak tidak dibenarkan hanya bersekutu dalam 

keuntungan saja, sedangkan dalam kerugian ia 

dibebaskan.  

Dalam Syirkāh ‘inân tidak disyaratkan adanya 

persamaan dalam modal, tasarruf (tindakan hukum), 

dan keuntungan serta kerugian. Dengan demikian 

modal yang diberikan kedua belah pihak boleh sama 

dan boleh berbeda
39

 

b) Syirkāh Mufawwadah 

Syirkāh yang kedua ini dinamakan Syirkāh 

Mufawwadah karena karena didalamnya terdapat unsur 

persamaan modal, keuntungan, melakukan tasarruf dan 

lain-lainnya.  

c) Syirkāh Wujuh adalah suatu kerjasama antara dua orang 

atau lebih untuk membeli suatu barang, tanpa 

menggunakan modal. Mereka berpegang pada 

penampilan dan kepercayaan para pedagang terhadap 

mereka. Dengan demikian transaksi yang dilakukan 

                                                           
39

  Muhammad Abdurrahman Sadique, Essentials of Musyarakah and Mudharabah: Islamic Texts 

on Theory of Partnership, Edisi. 1, (Internasional Islamic University Malaysia: IIUM Press, 2009),  

26. 
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adalah dengan cara berutang dengan erjanjian tanpa 

pekerjaan dan tanpa harta (modal).
40

 

d) Syirkāh abdān adalah suatu bentuk kerjasama antara 

dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu 

pekerjaan bersama-sama, dan upah kerjanya dibagi 

antara mereka sesuai kesepakatan bersama. 

d. Syarat- syarat Syirkāh 

Syarat- syarat Syirkāh ‘Uqud 

a) Yang menjadi objek Syirkāh harus bisa diwakilkan. 

b) Pembagian keuntungan harus jelas. 

c) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama 

secara keseluruhan. 

e. Syarat- syarat Syirkāh amwāl 

a) Modal harus berupa moodal yang ada. 

b) Modal harus berharga secara mutlak.
41

  

2. Al- Muḍārabah 

Muḍārabah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara 

pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam berdagang, didalam 

fiqh Islam disebut dengan Mudḍārabah.
42

  

3. Al- Ijārah 

                                                           
40

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh..., 350. 
41

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh..., 354. 
42

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). 175. 
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Ijārah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam 

memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, 

atau menjual jasa perhotelan dan lain- lain.
43

  

                                                           
43

 Ibid., 228. 
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4. Al-Musāqah. 

a. Pengertian Al-Musāqah. 

Musāqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara’ah 

dimana pengelolah hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan 

pemeliharaan sebagai imbalan, pengelolah berhak atas nisbah tertentu 

dari hasil panen.
44

 

Secara bahasa adalah bentuk mashdar al-mufā’ala dari asal 

kata ‚as- Saqyu ‚. Ulama’ madinah menyebutnya dengan nama al- 

mu’āmalah, bentuk mashdar mufā’ala lebih diutamakan untuk 

digunakan, karena unsur yang dominan di dalam aqad Al-Musāqah 

adalah as- Saqyu, (penyiraman/pengairan).
45

 

Menurut etimologi Al-Musāqah adalah salah satu bentuk 

penyiraman. Orang madinah menyebutnya dengan istilah mu’āmalah. 

Akan tetapi istilah yang lebih dikenal adalah Musāqah. Sedangkan 

menurut para jumhur ulama’ Musāqah adalah menyerahkan pohon 

yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah kepada 

seseorang yang menanam dan merawat tanah tersebut (seperti 

menyiram dan sebagainya hingga berbuah). Lalu pekerja mendapatkan 

bagian yang disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya 

adalah untuk pemiliknya.
46

 

 

                                                           
44

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syari’ah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 242. 
45

 Zuhaili Wahbah, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 582. 
46

 Saleh Al- Fauzan, Fiqih Sehari-Hari, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 476. 
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1) Dasar Hukum Musāqah 

Telah berkata Abu Ja’far Muhammad bin Ali bin Husain bin 

Abu Thalib R.a. bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan penduduk 

Khaibar sebagai pengelolah dan dan pemelihara atas dasar bagi hasil. 

Hal ini lanjutkan oleh Abu Bakar Umar, Ali serta keluarga- keluarga 

mereka sampai hari ini dengan rasio sepertiga dan seperempat. Semua 

telah di lakukan oleh Khulafa’ al Rasyidin pada zaman 

pemerintahannya dan semua pihak yang telah mengetahuinya, akan 

tetapi tidak seorangpun yang meyanggahnya. Berarti ini adalah ijma’ 

sukuti (konsensus dari umat).  

Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW pernah 

memberikan tanah dan tanaman kurma di khaibar kepada yahudi 

khaibar untuk dipelihara dengan menggunakan peralatan dan dana 

mereka. Sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu 

dari hasil panen.
47

 

  

                                                           
47

 Ibid., 243. 
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2) Rukun Musaqah 

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun 

dalam akad Musāqah adalah ija>b dari pemilik tanah perkebunan, 

qabul dari pengelolah, dan pekerjaan dari penggarap.
48

 Adapun 

jumhur ulama’ fiqh yang terdiri dari ulama’ Malikiyah, Syafi’ 

iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa rukun Musāqah ada lima, 

yaitu: 

a) Dua orang/ pihak yang melakukan transaksi. 

b) Tanah yang dijadikan objek Musāqah. 

c) Jenis usaha yang akan dilakukan pengelolah. 

d) Ketentuan mengenai pembagian hasil Musāqah. 

e) Sighat} (ungkapan) ija>b dan qabu>l.49
 

3) Syarat Musāqah 

Adapun syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh masing- 

masing rukun sebagai berikut: 

a) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi musaqah harus 

orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) 

dan berakal. 

b) Objek Musāqah yaitu harus terdiri dari pepohonan yang 

mempunyai buah. Dalam menentukan objek Musāqah ini 

terdapat perbedaan pendapat ulama’ fiqh. Menurut Ulama’ 

                                                           
48

 Nasrun Haroen, Fiqh..., 284. 
49

 Ibid. 
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Hanafiyah, yang boleh menjadi objek Musāqah adalah 

pepohonan yang berbua seperti kurma, anggur, dan terong. 

Akan tetapi, ulama’ Hanafiyah mutaakhirin menyatakan, 

Musāqah juga pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, 

jika itu dibutuhkan masyarakat. Ulama Malikiyah, 

menyatakan bahwa yang menjadi objek Musāqah adalah 

tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan 

anggur dengan syarat bahwa: akad Musāqah  itu dilakukan 

sebelum buah itu layak dipanen, tenggang waktu yang 

ditentukan jelas, akadnya dilakukan setelah tanaman itu 

tumbuh, dan pemilik perkebunan tidak mampu untuk 

mengolah dan memelihara tanaman itu.
50

 

c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada pengelolah setelah 

akad berlangsung untuk dikelolah, tanpa campur tangan 

pemilik tanah.  

d) Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak 

mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, 

baik dibagi dua, dibagi tiga dan sebagainya. Menurut pendapat 

As- Syafi’i yang terkuat, sah melakukan Musāqah pada kebun 

yang telah mulai berbuah, tapi buahnya belum bisa dipastikan 

akan baik (belum matang). 

                                                           
50

 Abdul Rahma Ghazali, Fiqh Mu’amalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). 110. 
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e) Lamanya perjanjian itu harus jelas, karena transaksi ini hampir 

sama dengan transaksi sewa menyewa, agar terhindar dari 

ketidakpastian. Akan tetapi menurut Abu Yusuf dan 

Muhammad Ibn Al- Hasan As- Syaibani (dua tokoh 

Hanafiyah), bahwa penetapan jangka waktu itu bukanlah 

merupakan suatu keharusan dalam Musāqah, tapi dipahami 

sebagai suatu cara yang terbaik, karena musim buah suatu 

tanaman dapat dimaklumi sesuai dengan kebiasaan yang ada. 

Kalaupun ada kekeliruan dalam memperkirakan musim 

berbuah suatu tanaman, itu hanya sedikit. Lebih jauh Ulama’ 

Hanafiyah berpendapat bahwa penentuan waktu dianggap 

kurang baik. Bahkan tidak ditentukan waktunya dipandang 

sebagai suatu kebaikan (istihsan) bagi masyarakat yang 

melakukan perjanjian Musāqah, karena boleh jadi masa 

berbuah sebuah tanaman berbeda setiap tahunnya.
51

 

4)  Perbedaan Musāqah dengan Muzāra’ah  

Ulama’ Hanafiyah menyatakan bahwa ada perbedaan 

mendasar antara Musāqah dengan Muzāra’ah. Perbedaan yang 

dimaksud antara lain:
52

 

a) Jika salah satu pihak dalam Al- Musāqah tidak mau 

melaksanakan hal- hal yang telah disetujui dalam akad, maka 

                                                           
51

 Nasrun Haroen, Fiqh.., 285. 
52

 Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: CV. Dwi Putra Pustaka Jaya, 2010). 263. 
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yang bersangkutan boleh dipaksa untuk melaksanakan 

0kesepakatan itu. Berbeda dengan akad Al- Muzāra’ah bahwa 

jika pemilik benih tidak mau kerjasama itu dilanjutkan 

sebelum benih disemaikan, maka ia tidak boleh dipaksa. 

Kebolehan memaksa salah satu pihak yang enggan untuk 

melaksanakan persetujuan yang telah disepakati dalam akad 

Al- Musāqah, karena menurut jumhur ulama’ selain ulama’ 

Hanabilah, akad Al- Musāqah bersifat mengikat kedua belah 

pihak. Akan tetapi, dalam akad Al- Muzāra’ah, sifatnya baru 

mengikat jika benih sudah disemaikan. Jika benih belum 

disemaikan maka pemilik benih boleh saja untuk membatalkan 

perjanjian itu. Namun demikian ulama’ Hanabilah menyatakan 

akad Musāqah dan Muzāra’ah merupakan akad- akad yang 

masuk kedalam kategori yang tidak mengikat kedua belah 

pihak, karenanya boleh saja salah satu pihak yang melakukan 

akad membatalkannya.
53

 

b) Penentuan tenggang waktu pada akad Al- Musāqah, menurut 

Ulama’ Hanafiyah bukanlah sebagai salah satu syarat dalam 

akad Al- Musāqah. Pendapat ini mereka dasarkan atas kaidah 

istihsan. Atas dasar itu penentuan lamanya akad Musāqah itu 

berlangsung disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. 

Sedangkan dalam Muzāra’ah, dalam penentuan tenggang 

                                                           
53

 Ibid., 264. 
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waktu terdapat dua pendapat dalam mazhab Hanafi; pertama 

berpendapat disyaratkan tenggang waktu, dan kedua tidak 

disyaratkan trnggang waktu, tetapi tetapi serahkan pada 

kebiasaan adat setempat. Pendapat kedua inilah yang 

merupakan fatwa yang terkuat dalam mazhab Hanafi. 

c) Jika tenggang waktu yang disetujui dalam akad Musāqah 

berakhir, akad tetap dapat dilanjutkan, tanpa imbalan terhadap 

petani penggarap. Petani penggarab berkewajiban melanjutkan 

pekerjaannya, sampai pohon yang ditanam itu berbuah, tetapi 

untuk pekerjaan ini petani penggarap tidak berhak menerima 

upah, karena pekerjaan sampai tanaman berbuah dan dipanen 

adalah kewajiban pihak petani penggarap. Sedangkan dalam 

akad al- Muzāra’ah, bila tenggang waktu telah habis dan 

tanaman juga belum berbuah (dipanen), maka petani 

penggarap melanjutkan pekerjaannya dengan syarat ia berhak 

menerima upah dari hasil bumi yang akan dipetik dalam akad 

al- Muzāra’ah itu.
54

 

5) Hukum- hukum Yang Terkait Dengan Al- Musāqah 

Akad Musāqah, menurut pada Ulama’ fiqh adakalanya 

shahih, jika memenuhi rukun dan syaratnya, dan adakalanya fasid, 

apabila salah satu syaratnya dari akad Musāqah tidak terpenuhi. 

                                                           
54

 Nasrun Haroen Fiqh..., 286. 
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Adapun hukum- hukum yang berkaitan dengan akad 

Musāqah yang shahih adalah.
55

 

a) Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan 

tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk 

kebaikan tanaman itu, merupakan kewajiban petani penggarap. 

b) Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua 

belah pihak (pemilik dan petani). 

c) Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka 

masing- masing pihak tidak mendapatkan apa-apa. 

d) Akad Musāqah yang telah disepakati mengikat kedua belah 

pihak, sehingga masing- masing pihak tidak dapat 

membatalkan akad itu, kecuali ada udzur yang membuat tidak 

mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. 

Atas dasar itu, pemilik perkebunan berhak untuk memaksa 

petani untuk bekerja, kecuali ada udzur pada petani tersebut. 

e) Petani penggarap tidak boleh melakukan akad Musāqah lain 

dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik 

perkebunan (pihak pertama). 

Akad Musāqah bisa fasid apabila:
56

 

                                                           
55

 Ibid. 
56

 Abdul Rahma Ghazali, fiqh..., 115 
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a) Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak 

yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad 

itu. 

b) Mensyaratkan jumlah tertentu dalam hasil panen bagi salah 

satu pihak, misalnya seperti seperdua dan sebagainya, atau 

bagian petani, misalnya berbentuk uang, sehingga makna al- 

Musāqah sebagai serikat dalam hasil panen tidak ada lagi. 

c) Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja dikebun itu, 

bukan petani penggarap saja.  

d) Disyaratkan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban 

petani penggarap, karena dalam akad Musāqah pekerjaan 

sejenis ini bukan pekerjaan petani, karena perserikatan 

dilakukan hanyalah untuk memelihara dan mengairi tanaman 

bukan memulai tanam. 

e) Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang merupakan bukan 

kewajiban petani atau pemilik. 

f) Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara 

dalam tenggang waktu yang disepakati tanaman belum boleh 

dipanen, menurut kebiasaan adat setempat dan adat kebiasaan 

tanaman yang dipilih. 

Jika akad al- Musāqah fasid, maka akibat hukumnya 

adalah: 

a) Pengelolah tidak boleh dipaksa bekerja dikebun itu. 
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b) Hasil panen seluruhnya menjadi milik pemilik kebun, 

sedangkan pengelolah tidak menerima apapun dari hasil kebun 

itu, tetapi ia hanya berhak upah yang wajar yang berlaku di 

daerah itu (ajru al-mitsil).57
 

6) Berkhirnya akad al- Musāqah 

Menurut para ulama’ fiqh, akad al- Musāqah berakhir 

apabila: 

a) Tenggang waktu yang disepakati telah habis. 

b) Salah satu pihak meninggal dunia. 

c) Ada udzur yang membuat salah satu pihak tidak bisa 

melanjutkan akad. 

7) Hikmah al- Musāqah 

Ada orang kaya yang memilik tanah yang ditanami pohon 

kurma dan pohon- pohon yang lain, tetapi dia tidak mampu untuk 

menyirami (memelihara) pohon ini karena ada suatu halangan 

yang menghalanginya. Maka Allah yang maha bijaksana 

memperbolehkan orang itu untuk mengadakan perjanjian dengan 

orang yang dapat menyiraminya, yang masing-masing 

mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada 

dua hikmah yaitu:
58

 

                                                           
57

 Ibid., 125.. 
58

 Nasrun Haroen, Ibid., 290. 
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a) Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang- orang miskin 

sehingga dapat mencukupi kebutuhannya. 

b) Saling tukar manfaat diantara manusia. 

Disamping itu ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu 

karena pemelihara telah berjasa hingga pohon menjadi besar. 

Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, 

tentu dapat mati dalam waktu singkat.
59

 

a. Mukābah dan Muzāra’ah 

Mukhabārah dan Muzāra’ah ialah kerjasama antara pemilik 

sawah, tanah atau ladang dengan petani atau pengelola sawah untuk 

dikelola dan menghasilkan keuntungan pada kedua belah pihak, 

sedangkan benihnya berasal dari pengelolah, dengan imbalan bagian 

tertentu (persentase) dari hasil panen sesuai  kesepakatan kedua belah 

pihak.
60

 

Dalam hadist Rasulullah Saw dinyatakan: 

ٍَ طَاوُط عٍَ ُّ الله سَظِ ُّ عَُ ًَشُ الَقَ َُخَابِشُ ؤَََّ ُّ فَقُهجُ:  عُ ٍِ ََاعَبذُ نَ ِِ نَىحَشَكجُ انشَّحَم  َْزِ
ٌَ فَإََِّهُى الُمخَابَشَةَ ًُى َّ ََضعُ ِّ الله صهًّ ؤَ ٍِ ََهًَ وَسَهَّىَ عَهَُ  ؤَخبَشٍََ:  فَقَالَ الُمخاَبَشَةِ عَ
ًُهُى ٍُ ََعٍُِ بِزَنِكَ ؤَعهَ َّ عَبَّاطٍ اب َّ ؤَ ِّ الُله صَهًَّ انَُبِ ًَا ََُهَا نَى وَسَهَّىَ عَهَُ  ًََُُعُ:  قَالَ إََِّ
ُّ خَيْر ؤَخَا ؤَحَذُكُى (   يسهى سواِ) يَعهُىيّا خَشحّا ََاءخُزَعَهَُهَا ؤٌَ يٍِ نَ  

Artinya: ‚Dari Thaus bahwa ia suka ber Mukhabārah. Berkata 

Umar kepadanya: Ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan 

Mukhabārah ini, mereka akan mengatakan bahwa Nabi Saw 

telah melarang Mukhabārah, Thaus berkata: telah 

menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh 

                                                           
59

 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh.., 113. 
60

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syari’ah, (Jakarta: Kencana 2013), 240. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38 
 

mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw 

tidak melarang Mukhabārah, hanya saja beliau berkata: bila 

seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, itu lebih baik 

baginya dari pada mengambil manfaat dari saudaranya dengan 

yang telah dimaklumi‛ (H.R. Muslim).
61

 

 

 

 

 

1) Perbedaan al- muzāra’ah dengan al- mukhābarah  

a) Muzāra’ah 

Bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan pengelolah 

dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut 

kesepakatan bersama, sedangkan benih tanaman berasal dari 

pemilik tanah. 

b) Mukhabārah 

Bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan pengelolah 

dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara keduanya 

menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya 

dari pengelolah tanah.
62

 

2) Hukum Mukhabārah 

Dalam membahas hukum Mukhabārah terjadi perbedaan 

pendapat para ulama. Imam Abu Hanifah dan Zufar Ibnu Huzail, 

para pakar fiqih hanafi berpendapat bahwa akad Mukhabārah 

                                                           
61

 Abi Al- Husain Muslimbin, al- Hajjaj, al- Qusairy, al- naysaburu, 19991. Shohih Muslim, 

(Bairut Daar al- Khutb al- Ilmiyah), 1178. 
62

 Abdur Rahman Ghazalli Dkk, Fiiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010), 391.  
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tidak boleh. Menurut mereka, akad Mukhabārah dengan bagi 

hasil, seperti seperempat dan seperdua, hukumnya batal.  

Alasan Imam Abu Hanifah dan Zufair Ibn Huzail adalah 

sebuah hadist berikut: 

 ٍِ ُِ يُسهِى عٍَ جَابِش ب ٍِ الُمخَا بَشَةِ. )سَوَا ِّ وَسَهَّىَ ََهًَ عَ ٌَّ سَسُىلُ الِله صَتى الُله عَهَُ ؤَ
(عَبذُ الِله  

Artinya: ‚Rasulullah Saw: yang melarang melakukan al- 
Mukhabārah‛. (H.R. Muslim dari Jabir Ibn Abdillah)

63
 

 

Menurut mereka, obyek akad dalam al- Mukhabārah belum 

ada dan tidak jelas kadarnya, karna yang dijadikan imbalan untuk 

petani adalah hasil pertanian yang belum ada (al-ma’dum) dan 

tidak jelas (al-jahalah) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan 

dibagi, sejak semula tidak jelas. 
64

 Boleh saja pertanian itu tidak 

menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari 

hasil kerjanya. Obyek akad yang bersifat al-ma’dum dan al-jahalah 

inilah yang membuat akad ini tidak sah.  

Adapun perbuatan Rasulullah Saw dengan penduduk 

Khaibar dalam hadist yang diriwayatkan al-jamaah (mayoritas 

pakar hadist), menurut mereka, bukan merupakan akad al- 

Mukhabārah, yakni berbentuk al-kharaj al-muqasamah yaitu 

ketentuan pajak yang harus di bayarkan petani kepada Rasulullah 

setiap kali panen dalam prosentase tertentu. Ulama Syafi’iyah 

                                                           
63

 M. Ali Hasan, Fiqih Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). 272. 
64

 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalat..., 276. 
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juga berpendapat bahwa akad al- Mukhabārah tidak sah, keculai 

apabila al- Mukhabārah mengikut pada akad al-musaqah 

(kerjasama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola 

pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti di bagi 

menurut kesepakatan bersama. 

Ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad Ibn 

Al-hasan Asy-syaibani, dan ulama Azh-zhahiriyah berpendapat 

bahwa akad al- Mukhabārah hukumnya boleh, karena akadnya 

cukup jelas, yaitu menjelaskan petani sebagai serikat dalam 

pengelolahan sawah. 

Menurut mereka, dalam sebuah riwayat di katakan bahwa: 

ٍِ ًَ ابٍِ عَ ًَشُسَظِ َّ عَُهًُا الُله عُ ِّعَ انهُّ صَهًَّ الِله سَسُىلُ ؤَ  ؤَْمَ عَايَمَ سَهَّىَ وَ هَُ
ًَشٍ يٍِ يُِهَا ياَََخشُجُ بشَطشٍ خَُبَشَ و()سواِ يسم .صَسعٍ ؤَو ثَ  

Artinya: ‚Rasulullah Saw melakukan kerjasama dengan 

penduduk Khaibar, yang hasilnya di bagi antara Rasul 

dengan para peakerja‛. (HR. Muslim)
65

 

 

Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling 

membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Hal ini 

bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia dan 

sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2: 

ٍَ ؤََُّهَا َا ِّ شَعائِشَ حُحِهُّىا لا آيَُُىا انَّزَ ٌَ لَا وَ انْحَشاوَ انشَّهِشَ لَا وَ انهَّ  لَا وَ انْهَذِ
ٌَ انْحَشاوَ انْبَُِجَ آيِّيَن لَا وَ انْقَلائِذَ ٍِ فَعِلًا ََبِخَغُى  إِرا وَ سِظِىاَاً وَ سَبِّهِىِ يِ
ٌُ ََجِشِيََُّكُىِ لا وَ فَاصِطادُوا حَهَهْخُىِ ٌْ قَىِوٍ شََُأ ٍِ صَذُّوكُىِ ؤَ ًَسِجِذِ عَ  انْ

                                                           
65

 Mohammad bin Ismail al- Bukhari, shahih al-Bukhari, Juz 6, aplikasi Gamawi al- Kalim. No 

2171 Ibnu Daar Ibnu Katsir,11), 6688 
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ٌْ انْحَشاوِ  وَ انْإِثْىِ عَهًَ حَعاوََُىا لا وَ  انخَّقْىي وَ انْبِشِّ عَهًَ حَعاوََُىا وَ حَعِخَذُوا ؤَ
ٌِ َّ احَّقُىا وَ انْعُذِوا َّ انهَّ َّ إِ ِانْعِقاب شَذَذُ انهَّ  

Artinya: ‚Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu 

melanggar syi’ar- syi’ar Allah, dan jangan melanggar 

kehormatan bulan- bulan haram, jangan (mengganggu) 

binatang- binatang had-ya, dan binatang- binatang qala-id, 

dan jangan (pula) mengganggu orang- orang yang 

mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan 

keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah Haji. Maka bolehlah berburu, dan 

jangan sekali- kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum. 

Karena mereka menghalang- halangi kamu dari 

masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada 

mereka). Dan tolong- menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong 

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat 

berat siksa- Nya‛.
66

 

Mereka yang membolehkan akad Mukhabārah berdasarkan 

pendapat bahwa Mukhabārah merupakan akad syirkāh antara 

modal (tanah) dan pekerjaan sebagaimana akad muḍārabah yang 

hukumnya juga diperbolehkan karena adanya hajat yang mendesak 

(dibutuhkan). Akad Mukhabārah tersebut di perbolehkan 

sebagaimana akad ijarah dari segi kerja sama dalam hal 

penggarapan tanah. Adapun upah dari muzāra’ah adalah di 

tentukan dari hasil pengelolaan tanah tersebut.
67

 

Dasar hukum Mukhabārah yang di gunakan para ulama 

dalam menetapkan hukumnya adalah sebuah hadist yang di 

riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas R.A:  

                                                           
66

 Departemen Agama RI, Mushaf Al- Quran dan Terjemah, (Jakarta: Al- Huda Kelompok Gema 

Insani 2005), 62 
67

 Wahbah Zuhaimi, Al-fiqih Al-islam Wa adillatuhu jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 565. 
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ِّ وَسَهَّىَ نَى َُحَشِّوُ عَ ٍَّ صَهًَّ الُله عَهَُ َّ انَُّبِ ًَا قَالَ : إِ ٍَ الُله عَُهُ ٍِ عَبَّاطِ سَظِ ٍِ اب
ُّ اَسضْ فَهَُضسَعهَا  انضَّاسَعَتَ ِّ : يٍَ كَاََج نَ وَنَكٍِ ؤَيَشَ ؤٌَ ََشفُقَ بَععُهُى بِبَعطٍ بِقَىنِ

ُِ فَإٌِ ؤَبًَ فَهًُُ ُّ )سواِ انبخاسٌ ويسهى( اَو نًََُُِحهَا ؤَخَا سِك ؤسظَ  
Artinya: ‚dari Ibn Abbas, ia berkata, sesungguhnya Nabi 

Saw. Tidaklah mengharamkan bermuzara’ah, bahkan 

beliau menyuruh supaya yang sebagian menyayangi 

sebagian lainnya, seraya beliau bersabda, ‚barang siapa 

yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya, atau 

diberikan faedahnya kepada saudaranya, dan jika ia tidak 

mau, bolehlah di tahannya saja tanah itu‛. (H.R Bukhari 

dan Muslim).
68

 

 

Selain itu dalam kitab Subhul al-salam dijelaskan bahwa 

larangan tersebut terjadi pada awal Islam, kemudian setelah Nabi 

dan para sahabatnya hijrah ke madinah, merekapun sangat 

membutuhkan pekerjaan tersebut dan sangat bermanfaat untuk 

keberlangsungan kehidupan mereka. Oleh karena itu, hadist 

tentang larangan Mukhabārah tersebut memiliki batasan, yakni 

jika dalam perjanjiannya terdapat peraturan yang menekankan 

salah satu pihak, sehingga memberatkannya. 
69

 

3) Rukun Mukhabārah dan Muzāra’ah 

Rukun merupakan suatu yang harus ada, tanpa adanya 

rukun maka Mukhabārah tidak akan di bilang sah, hal tersebut 

merupakan prinsip mendasar yang harus di penuhi dalam 

Mukhabārah seperti ija>b dan qabu>l dalam masalah jual beli, tanpa 

                                                           
68

 Abi Al- Husain Muslimbin, al- Hajjaj, al- Qusairy, al- naysaburu, 19991. Shohih Muslim, 

(Bairut Daar al- Khutb al- Ilmiyah), 2162. 
69

 Moh. Anwar, Fiqih Islam, Fiqih Muamalat, (Bandung: al-Ma’arif, 1988), 78-79. 
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adanya ija>b qabu>l jual beli itu tidaklah sah, karena ija>b qabu>l 

merupakan rukun jual beli. 

Demikian juga dalam masalah Mukhabārah tentulah ada 

unsur-unsur (rukun) yang dapat menyebabkan sahnya suatu 

perjanjian Mukhabārah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat 

dalam menetapkan rukun-rukun tersebut pendapat itu antara lain: 

Menurut ulama Hanafiyah: 

Menurut ulama Hanafiyah adalah ijāb dan qābul yaitu 

pemilik lahan berkata kepada pihak pengelolah, ‚aku serahkan 

lahan ini kepadamu sebagai al- Mukhabārah dengan bagian 

sekian.‛ Lalu pihak pengelolah berkata, ‚aku terima‛ atau 

perkataan- perkataan yang menunjukkan bahwa ia menerima dan 

menyetujuinya. Apabila ijaāb dan qābul ini sudah terjadi, maka 

berlakulah akad al- Mukhabārah di antara keduanya.
70

 Akan 

tetapi, sebagian ulama Hanafi menyatakan bahwa sahnya rukun 

Mukhabārah ada 4 macam yaitu:  

a) Ada tanah yang di kelola 

b) Pekerjaan yang di lakukan pengelola 

c) Benih 

d) Alat pertanian  

Menurut ulama Malikiyah: 

                                                           
70

 Wahbah Zuhaili, Fiqh..., 565. 
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Adapun pendapat ulama Malikiyah harus menabur benih di 

atas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam 

tumbuhan di atas tanah yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat 

yang paling kuat, perkongsian harta termasuk Mukhabārah dan 

harus menggunakan sighat.  

Menurut ulama Hanabila: 

Ulama Hanabila berpendapat bahwa Mukhabārah tidak 

memerlukan qābul secara lafadz, tetapi cukup dengan 

mengerjakan tanah, itu sudah termasuk qābul.71
 

Jumhur ulama’, yang membolehkan akad Mukhabārah, 

mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga 

akad dianggap sah. Rukun Mukhabārah menurut mereka adalah:
72

 

a) Pemilik tanah  

b) Petani penggarap 

c) Obyek Mukhabārah, yaitu antara manfaat dengan hasil kerja 

petani. 

d) Ijāb (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik sawah) 

e) Qābul (pernyataan menerima tanah untuk dikelolah dari 

petani) 

4) Syarat- syaratMukhabārah 

                                                           
71

 Rahmat Syafei, Fiqih Muamalat, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 207 
72

 Nasrun Haroen, Fiqh..., 279. 
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Adapun syarat Mukhabārah menurut jumhur ulama antara 

lain, ada orang yang berakad, benih yang akan di tanam, tanah 

yang akan di kerjakan, hasil yang akan di panen, dan yang 

menyangkut jangka waktu berlakunya akad.
73

 

a) Syarat orang yang berakat harus baligh dan berakal. Imam Abu 

Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama 

Hanafiyah tidak mensyaratkannya. 
74

 

b) Syarat penanaman yaitu harus diketahui secara pasti, dalam 

artian harus dijelaskan apa (benih) yang akan di tanam. Karena 

kondisi sesuatu yang di tanam berbeda-beda sesuai dengan 

penanaman yang dilakukan. Karena ada jenis tanaman yang 

bertambah ketika ditanam dan adapula yang berkurang. 

Namun hal yang sesuai dengan prinsip al-istihsan adalah, 

bahwa menjelaskan apa yang ditanam tidak menjadi syarat di 

sini. Jika yang disebutkan adalah al- Mukhabārah, maka 

masalah apa yang ditanam dipasrahkan kepada pihak 

pengelolah.
75

 

c) Syarat sesuaatu yang di tanam yaitu haruslah berupa tanaman 

yang aktifitas pengelolahan bisa berdampak tanaman tersebut 

mengalami pertambahan dan pertumbuhan. 

Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian 
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 Ibid., 280 
74

  Ibid., 281. 
75

 Sayyid Sabit, Fiqih Sunah Jilid III, (Bnadung: al-Ma’arif, 1988), 566. 
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a) Tanah tersebut bisa dikelolah dan dapat menghasilkan  

b) Batas-batas lahan tersebut harus jelas 

c) Ada penyerahan tanah 

d) Tanah tersebut di serahkan sepenuhnya kepada pengelolah 

petani untuk dikelolah 

Syarat yang berkaitan dengan hasil yang akan dipanen.
76

 

a) Jelas ketika akad, pengelolah wajib menjelaskan perkiraan 

hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad Mukhabārah 

b) Pembagian hasil panen harus jelas 

c) Hasil panen tersebut harus jelas benar-benar milik bersama 

orang yang berakad 

d) Tidak disyariatkan bagi salah satunya penambahan yang 

maklum
77

 

e) Hasil pendapatan juga harus diketahui nilainya dalam akad, 

seperdua atau sepertiga dari hasil. Karena termasuk dalam 

akad ijārah dimana apabila upah dalam ijārah tidak diketahui 

maka akad akan rusak. 

f) Dalam pembagian hasil yang dibagi adalah hasil bersama 

tanpa adanya persyaratan dari pemilik lahan atas hasil dari 

bagian labah tertentu, atau dari benih tertentu. 
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g) Pengelolah dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan 

mengenai pembagian hasil pertanian yang akan di terima oleh 

masing-masing pihak 

h) Tiap pihak harus mendapat prosentase dari hasil pertanian, 

apabila hasil pertanian hanya untuk satu pihak tanpa pihak lain 

maka akad Mukhabārah akan rusak. 

i) Penyimpangan yang dilakukan pengelolah akad Mukhabārah 

dapat mengakibatkan batalnya akad. 

j) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh pengelolah yang 

melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi pemilik 

lahan. 

Dalam hal pengelolah melakukan pelanggaran, pemilik 

lahan di anjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah 

dilakukan pengelolah.
78

 

a) Syarat yang berkaitan dengan waktu harus jelas. Di syaratkan 

agar masa berlangsungnya di ketahui. Akad Mukhabārah tidak 

diperbolehkan hanya apa bila masa berlangsungnya tidak di 

ketahui. Ini di karenakan apabila ia termasuk dalam akad 

ijārah atau sewa menyewa dengan pembagian hasil dari lahan. 

Maka, jika ijārah tidak di perbolehkan dengan masa yang di 

ketahui sama halnya dengan Mukhabārah. Kemudian apabila 

masa akad adalah hal yang terlalu lama, sehingga pengelolah 
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tidak dapat bekerja lagi, atau apabila salah satu antara kedua 

belah pihak wafat. 

b) Syarat yang berkaitan dengan obyek akad juga harus jelas 

pemanfaatan benihnya, pupuknya, dan obatnya. Seperti yang 

berlaku dengan adat dan kebiasaan daerah setempat. 

Imam Hanafi membagi ma’kut alaih atau obyek yang di 

jadikan akad menjadi 2 bagian yaiyu:  

a) Manfaat dari pekerjaan pengelolah, atau yang di jadikan akad 

disini adalah manfaat dari pengelolah dalam pengelolaan 

lahan. Hal ini apabila benih barasal dari pemilik lahan, karena 

pemilik lahan menjadi pihak yang menyewa pengelolah untuk 

mengelola lahannya dengan adanya pembagian nisbah dari 

hasil pertanian. 

b) Manfaat dari lahan, hal ini apabila benih berasal dari 

pengelolah, maka seolah menjadi penyewa atas lahan dari 

pemilik dengan pembayaran lahan yang berasal dari 

penambahan modal dari (benih) yang di tanam. 

Syarat-syarat yang dapat merusak akad.
79

 

a) Apabila hasil dari pertanian hanya di peruntukkan kepada 

salah satu pihak saja tanpa pihak lain. 

b) Syarat yang menjadikan ketidak pastian dalam perolehan hasil 

pertanian antara kedua belah pihak. Atau apabila salah satu 
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pihak prosentase kusus bagi dirinya atas hasil pertanian atau 

tanaman pada bagian tertentu, tanpa bagian lainnya. 

c) Apabila pemilik lahan disyaratkan untuk mengelola sendiri 

lahannya atau ikut serta dalam mengelola lahan. Alasan 

dilarangnya syarat ini karena menghalangi adanya pembebasan 

antara lahan dan pengelolahan, dan segala syarat yang 

menghalanginya akan merusak akad. 

d) Syarat untuk menjaga lahan kepada pemilik lahan sebelum 

tiba waktu panen. 

e) Apabila akad Mukhabārah disyaratkan agar berakhir pada 

waktu yang tidak di ketahui (majhul), misalnya: akad 

Mukhabārah akan berakhir dengan habisnya masa hidupnya 

suatu tanaman. Dalam arti lain, bahwa akad ini akan berakhir 

dengan berakhirnya masa hidup suatu tanaman secara alami. 

Apabila semua syarat (sahih) dalam akad Mukhabārah 

telah terpenuhi, maka terbentuklah akad Mukhabārah yang benar. 

Kemudian akan timbul akibat dari terpenuhi syarat-syarat tersebut 

sebagai berikut:
80

 

a) Bagi pengelolah untuk bertanggung jawab atas pengelolaan 

lahan dan segala yang di butuhkan oleh tanaman. Dari segi 

penumbuhan, penyiraman dan penjagaan tanaman. 
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b) Bagi pengelola lahan untuk mengelolah lahan pertanian 

apabila di syaratkan dalam akad. Karena ia tersmasuk dalam 

syarat yang harus di penuhi. Bahkan apabila ia tidak di 

syaratkan oleh kedua belah pihak (akad mutlak), pengelolahan 

lahan harus tetap dilaksanakan. Dikarenakan, tanaman tidak 

akan tumbuh dengan baik hanya apabila lahan pertanian 

dikelolah oleh pengelolah. 

c) Pajak bumi di tanggung oleh si pemilik lahan, bukan kepada 

pengelolah. Ia juga tidak boleh disyaratkan kepada pengelolah 

lahan, atau diambil dari hasil pertanian kemudian sisa dari 

potongan tersebut di bagi untuk kedua belah pihak. Karena, 

apabila pajak tersebut di ambil dari hasail panen, hal ini sama 

artinya apabila pemilik lahan mensyaratkan bahwa hasil 

pertanian adalah miliknya sendiri. Karena berdampak pada 

pengurangan prosentase bagian pada akad Mukhabārah yang 

berdasarkan kerja sama antara dua pihak dan merugikan pihak 

pengelolah. Maka, syarat ini dapat merusak akad Mukhabārah. 

d) Segala pembiayaan dalam pertanian menjadi tanggungan 

kedua belah pihak (pemilik lahan dan pengelolah). 

Sebagaimana, bagian dari hak mereka, misalnya: pembelian 

pupuk, membersihkan rumput yang mengganggu. Keduanya 

juga bertanggung jawab atas upah panen, dan upah membawa 
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hasil panen ke gudang. Kecuali bila pengelolah ingin 

mengerjakan segalanya sendri.
81

 

e) Karena kedua belah pihak berhak atas pembagian hasil 

pertanian sesuai dengan perjanjian keduanya. Maka, bagi 

kedua belah pihak untuk membawa dan menjaga hasil panen 

masing-masing setalah pembagian prosentase. Karena dengan 

selesainya pembagian hasil panen, maka selesai pula akad 

Mukhabārah. 

f) Apabila pengelolah ini gagal, atau lahan tidak dapat 

menghasilkan tanaman maka kedua belah pihak tidak 

mendapat apapun dari Mukhabārah tersebut.
82

 Dimana 

pengelolah tidak mendapat upah dari pekerjaannya, begitupula 

pemilik lahan tidak mendapat bagian dari pemakaian lahan 

tersebut. 

5) Hukum Mukhabārah yang tidak sah. 

a) Jika pihak pengelolah tidak berkewajiban melakukan apapun 

dari pekerjaan pengelolahan lahan. Maka hal tersebut tidak 

sah. 

b) Hasil tanaman lahan semuanya adalah untuk pihak 

mengeluarkan modal benih, baik apakah ia adalah pemilik 
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lahan maupun pihak pengelolah. Maka hal semacam itu tidak 

sah.
83

 

c) Jika pemilik lahan yang mengeluarkan benih, maka pihak 

pengelolah berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang 

telah dilakukannya, dan apabila petani pengelolah yang 

mengeluarkan benih, maka ia berkewajiban mengeluarkan 

biaya sewa ajrul mitsl kepada pemilik lahan, maka hal ini tidak 

sah. Di karenakan dalam dua kasus ini adalah akad al-isti’jar, 

yaitu untuk kasus yang pertama, pihak pemilik lahan berarti 

memperkerjakan petani pengelolah, sedangkan untuk kasus 

yang kedua, pihak pemilik lahan menyewakan lahannya 

kepada pihak pengelolah.
84

 

d) Petani mengelolah atau menggunakan lahan pemilik lahan, dan 

lahan tersebut tidak menghasilkan apa-apa, akan tetapi masih 

berlaku ajrul mitsl (upah standart atau biaya sewa lahan 

standart) bagi petani pengelolah, maka hal ini tidak sah. 

e) Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, ajrul mitsl (upah 

standart atau biaya sewa lahan standart) ditetapkan sesuai 

kadar atau bagian yang sudah ditetapkan diawal akad hal ini 

tidak sah. 

6) Berakhirnya Akad Mukhabārah.
85
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Para ulama fiqh yang membolehkan akad muzara’ah 

mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila: 

a) Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila 

jangka waktunya telah habis, sedangkan hasil pertanian itu 

belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai 

panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama 

diwaktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, 

menurut jumhur ulama, petani berhak mendapatkan upah 

sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani 

setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya 

tanaman, seperti: pupuk biaya pemeliharaan dan pengairan 

merupakan tanggung jawab bersama pemilik lahan dan petani, 

sesuai dengan prosentase pembagian masing- masing. 

b) Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah 

seorang yang berakad wafat, maka akad Mukhabārah berakhir, 

karena mereka berpendapat bahwa akad ijārah tidak dapat 

diwariskan. Oleh sebab itu, akad berakhir dengan wafatnya 

salah satu pihak yang berakad.
86

 

c) Adanya udzur salah satu pihak, baik dari pemilik lahan 

maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak 

boleh melanjutkan akad Mukhabārah itu. Udzur yang 

dimaksud antara lain: Pemilik lahan terbelit hutang, sehingga 
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tanah pertanian tersebut harus dijual, karena tidak ada harta 

lain yang dapat melunasi hutang tersebut. Pembatalan ini 

harus dilaksanakan melalui campur tangan Hakim. Akan 

tetapi, apabila tumbuh- tumbuhan itu telah bebrbuah, tetapi 

belum layak panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai 

panen. 

d) Adanya udzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu 

perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu 

melaksanakan pekerjaannya. 

7) Hikmah Mukhabārah.
87

 

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti: 

kerbau, sapi, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang 

dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak 

memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai 

sawah, tanah, ladang, dan yang lainnya, yang layak untuk 

ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk 

mengelolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak 

sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang 

dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apapun.
88
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